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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2004, maka 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah, menguatkan peranan otonomi daerah dalam 

mengembangkan dan membangun daerah secara berkelanjutan. Undang-

undang tersebut memberikan hak otonom kepada daerah secara penuh untuk 

mengatur dan mengurus keperluan daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan 

dan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang 

luas kepada daerah maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang 

bergeser ke daerah, baik melalui perluasan basis pajak maupun dana 

perimbangan. Hal ini sesuai dengan arti desentralisasi fiskal yang 

mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk 

memanfaatkan sumber keuangan sendiri dalam wadah Pendapatan Asli 

Daerah dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah 

(Haryanto, 2006). 

Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, 

diharapkan pemerintah daerah dapat lebih leluasa membangun daerahnya, 

karena pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 
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daerahnya sehingga dapat ditangani dan dipenuhi dengan cepat. Untuk 

melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah daerah mengandalkan 

sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah yang utama 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. Sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

Bab V Pasal 6, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). 

Jadi, PAD menggambarkan besar kecilnya penerimaan yang diperoleh suatu 

daerah, yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Semakin 

tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin mandiri daerah 

tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Berikut ini gambaran 

mengenai Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2011 sampai 

tahun 2013. 

Tabel 1 

Realisasi PAD Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2013  

(Ribu Rupiah) 

 

Provinsi  2011 2012 2013 

DKI Jakarta 

Banten  

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

D.I Yogyakarta 

Jawa Timur 

17.825.986.987 

2.895.569.551 

8.502.643.155 

5.564.233.152 

867.112.885 

8.898.616.683 

22.040.801.448 

3.395.883.044 

9.982.917.415 

6.629.308.010 

1.004.063.126 

9.725.627.569 

26.852.192.453 

4.118.551.716 

12.360.109.870 

8.212.800.641 

1.216.102.750 

11.596.376.615 

Sumber: www.bps.go.id Diakses pada tanggal 12 September 2016 jam 04.08 WIB 

 

 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai kondisi Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi di Pulau Jawa periode 2011 – 2013. Berdasarkan tabel 

tersebut, terlihat bahwa provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013 memiliki 

PAD dengan realisasi terendah dibanding provinsi lainnya, yaitu Rp 

1.216.102.750.000.  

Provinsi D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa 

yang memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan provinsi lainnya, 

yaitu hanya 3.185,80 km
2
 atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km

2
). 

Selain itu, DIY juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki 

keistimewaan dalam urusan penyelenggaraan kepemerintahan. Urusan 

kepemerintahan di DIY diselenggarakan oleh pihak kerajaan, dimana pihak 

kerajaan dipimpin oleh seorang Sultan dan Pakualam yang sekaligus menjabat 

sebagai gubernur dan wakil gubernur. DIY terdiri dari empat kabupaten yaitu 

kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul serta satu 

kotamadya yaitu Kota Yogyakarta. Dengan luas wilayah dan jumlah 

kabupaten/kota yang lebih sedikit daripada provinsi lainnya di pulau Jawa, 

diharapkan DIY dapat lebih mengoptimalkan pembangunan di semua sektor, 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Peningkatan PAD yang 

dianggap modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan 

eksternalitas yang bersifat positif dan akan mendorong percepatan 

pembangunan ekonomi (Pujiati, 2008).  

Perkembangan PAD kabupaten/kota di D.I Yogyakarta dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2 

Realisasi PAD Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2014 

(dalam Ribu Rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 

Sleman 

Bantul 

Kulon Progo 

Gunung Kidul 

Yogyakarta 

163.056.459 

81.637.099 

48.280.641 

42.542.032 

179.423.640 

226.686.250 

128.896.456 

53.752.294 

54.462.419 

228.870.562 

301.069.540 

166.597.780 

74.028.660 

67.050.780 

338.839.610 

449.270.306 

224.197.864 

95.991.513 

83.427.448 

383.052.140 

573.337.599 

357.411.063 

158.800.564 

159.304.338 

470.634.760 

Sumber: BPS D.I Yogyakarta tahun 2015 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah setiap 

kabupaten/kota di D.I Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dalam 

setiap tahunnya. Pada tahun 2014 realisasi PAD tertinggi di capai oleh 

kabupaten Sleman dan terendah diperoleh kabupaten Kulon Progo. Nilai 

realisasi PAD yang tinggi mengindikasikan bahwa daerah tersebut semakin 

mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, sehingga 

mempunyai kemampuan yang baik untuk menjalankan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah. 

Suatu daerah dikatakan mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan 

desentralisasi dengan baik, apabila kontribusi PAD terhadap total penerimaan 

daerah berada di atas angka 30% (Kuncoro, 2004). Berikut ini kontribusi PAD 

terhadap penerimaan daerah masing-masing kabupaten/kota di D.I 

Yogyakarta. 
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Tabel 3 

Persentase Kontribusi PAD terhadap Realisasi Total Penerimaan Daerah 

Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2014 

 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 

Sleman 

Bantul 

Kulon Progo 

Gunung Kidul 

Yogyakarta 

15,78 

10,05 

6,00 

5,40 

21,53 

14,88 

8,27 

7,63 

5,33 

22,00 

17,29 

10,92 

6,79 

5,64 

24,05 

18,94 

12,46 

8,39 

6,23 

29,26 

23,65 

14,75 

9,57 

6,72 

29,25 

Sumber: www.bps.go.id  Diakses pada tanggal 12 September 2016 jam 04.30 

   Tabel 3 menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap total 

penerimaan dari masing-masing kabupaten/kota di D.I Yogyakarta selama 

periode 2010-2014. Selama periode pengamatan tersebut besarnya kontribusi 

PAD terhadap total penerimaan daerah cenderung mengalami peningkatan. 

Namun, peningkatan tersebut masih di bawah kriteria yaitu 30%. Hal ini 

berarti tingkat desentralisasi fiskal di D.I Yogyakarta masih di bawah cukup. 

Artinya pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mampu 

meningkatkan PAD. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah, diantaranya adalah PDRB, jumlah penduduk dan pajak daerah. 

PDRB merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di 

daerah (Tarigan, 2005). PDRB memberikan dampak langsung pada perolehan 

pendapatan daerah. PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan 

meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah 

yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau 

pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

http://www.bps.go.id/
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kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

republic Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang 

produktif atau tidak  produktif (Anata, 2008). Jumlah penduduk menunjukkan 

tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah. Penambahan 

jumlah penduduk yang tinggi disertai dengan perubahan teknologi akan 

mendorong naiknya tabungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah. 

Penelitian yang meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah sudah banyak 

dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Kusuma (2013) yang membuktikan 

bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

PAD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prabawa (2009) dan 

Nugraha (2013).  

Penelitian Asmuruf, Vikie dan George (2015) menunjukkan bahwa 

PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berbeda dengan hasil 

penelitian Susanto (2014) yang membuktikan bahwa PDRB dan jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Heruyanto (2016) dan Atmaja (2009). 
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Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”PENGARUH PDRB DAN JUMLAH PENDUDUK 

TERHADAP  PENDAPATAN ASLI DAERAH  DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA PERIODE 2000-2014”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh PDRB, dan 

jumlah penduduk terhadap PAD dengan menggunakan periode penelitian 

tahun 2000-2014. Penelitian ini menggunakan studi kasus di kabupaten/kota di 

D.I Yogyakarta. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah yang utama. Di era otonomi ini peran PAD sangat penting 

bagi pembangunan di daerah, sehingga masing-masing daerah berusaha untuk 

mengoptimalkan penerimaan dari PAD. Di sisi lain, PAD setiap daerah tidak 

sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Banyak faktor yang 

diduga mampu mempengaruhi besar kecilnya PAD, seperti PDRB dan jumlah 

penduduk.  

Berdasarkan masalah di atas, maka pertanyan penelitian ini adalah: 

1. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah :  

1.  Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan-kebijakan 

yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar 

kesejahteraan masyarakat meningkat. 

 

 


